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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARL

DENGAN RAHMAT TUHA\E YANG I\rLA.HA ESA

tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari,
Kabupaten dapat menetapkan nama dan
Pemerintahan terendah sebagai subsistem dari

penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat;

b. bahwa sistem Pemerintahan Naga.. dipandang efek''f guna
memeiihara ketahunan agama dan Sosial budaya masyarakai
Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tradisi dan filosofi,
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a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 19%9
tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan
Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 20¢0



Mengingat

. bahwa  Pemerintahan Desa yang bertungsi

- bahwa untuk tercapainya keharmonisan dan keserasian

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Adar Busandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliap, Syarak
. ’ T

Mengato  Adar  Mamakai  dalam rangka lercap'tina

kemandirian, peran seria dan kreativitas masyarakat: r

] - . Sehyg ai ‘5'
Pemerintahan terendah selama ini belum sepenuhnya dﬂﬁm

mewujudkan dan menampung filosofi dan sosial budaya
masyarakat Minangkabau; ‘

s

penyelengparaan Pemerintahan, maka sistem Pemerintahay

Desa yang ada perlu diganti dengan sistem Pemerintah

3 an <
Nagari;

hurut'a, b, ¢ dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturap
Dacrah tentang Pemerintahan Nagari.

I. Undang-Undang “Nomor 12 Tahun 1956 tentang
P?mbentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang WNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Paerah (Lembaga Negara Tahun 1999 g
Nomor QO, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); ‘

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 ‘Iahun 2001 tentang .:f
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

s

Nomuor 41, Tambahan Lembaran Negara iNomor 4090);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi  (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4095);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
teknik penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan
dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan.
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

7. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang

Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau
- sebutan lain;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang  petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -
dan Kelurahan; '

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

10.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9

Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13}
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a.

Dengan Persetujuan » . . '
g J ¢ Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ¥ dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari;

KABUPATEN TAN i adala
. ANAH DATAR Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari;

'MEMUTUSK ; ' i
: UTUSKAN Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari;

Badan Perwakilan Rakyat Nagari yang selanjutnya disebut BPRN adalah.

NAGAR]
Lembaga Legislatif di tingkat Nagari;
BAB I Panitia Pemilihan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
KETENTUAN UMUM Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh BPRN;
Pasal 1 . Jorong adalah bagian wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang

dipimpin oleh Wali Jorong;

-Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan KAN adalah

Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Lembaga Kerapatan Adat di Tingkat Nagari;

terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;

Rakyat Nagari terdiri dari Penduduk Nagari dan Anak Nagari yang berada

Pemeriniah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat; di perantauan;
]

Daerah adalah Kabupaten T :
paten Tanah Datar; Anak Nagari adalah seorang yang mempunyai ikatan asal-usul menurut

garis Keturunan Materilinial dengan suatu Nagari baik yang menjadi

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah datar; Penduduk Nagari maupun yang berada di perantauan;

Bupati adala i ar :
patt adalah Bupati Tanah Datar; Kekayaan Nagari adalzh harta benda yang telzh ada atau yang kemudian

. ' jadi milik kek Nagari, baik b ak maupun tidak bergerak;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan menjaci miti ekayaan Nagarl, Dotk ergert ®

Perwakilan Rak .
erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar; Ulayat Nagari adalah berupa tanah, hutan, danau dan sungai di luar Ulayat

Kaum dan Suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan Nagari yang

Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum Adat dalam Kabupaten Tanah pengaturannya sesuai dengan Adat Salingka Nagari;

Datar yang terdiri dari beberapa Suku, memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan

. . - ) Badan Usaha Nagarl vang selanjutnya disebut den' an BUN adalah Badan
asal-usul Adat istiadat, yang wilayah kerjanya terdiri dari beberapa Jorong; sat yane Jumny s _

Usaha Milik Nagari.
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) Nagari dapat menolak tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten yang tidak disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB 1]
NAGARI

Bagian Pertama

BABIII

: Wilayah Nagari
PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 2 :
. ; Bagian Pertama
Dalam Wilayah Nagari  dibentuk Jorong yang merupakan wilayah kerja

pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh Wali Joreng. Penetapan Pemerintahan fogari

a Pasal 4
j Bagian Kedua ; '

' Untuk pertama kali penetapan Pemerintahan Nagari didasarkan pada
Nagari-nagari sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

Kewenangan Nagari
tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Datar.

g Pasal 3 .
; KAN bersama Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat Nagari yang ada
pada saat ini melaksanakan musyawarzh untuk menentukan penetapan

(1) Kewenangan Nagari meliputi : : :
Pemerintahan Nagari.

a. - Kewenangan yang ada sepanjang Adat berdasarkan hak asal-usz;i
Nagari, i ' )
A{3) Hasil kesepakatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
3 sekurang-kurangnya memuat kesimpulan sebagai berikut :

b, Kewenangan membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
a. Nama Nagari

b. Jumlah Penduduk
¢. Batas Wilayah Nagari
d. Daftar Hadir

c. Kewenangan untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh -
Daerah kepada Nagari;

d. Kewenangan melaksinakan tugas p\embantuan dari Pemerintah, 4 . : ; i i
Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. () Hesil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Bupati dan tembusan kepada Camat.

(2} Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf disertai dengan . _ .
pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia. § (5) Pemerintahan Nagari dlte‘tapkan dengan Keputusan Bupati.
186 187
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PclaLS'lman fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Bagian Kedua Peraturan Tata Tertib BPRN.

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Nagari Pasal 8

Pasal 5

Untuk mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuk BPRN, l’cmcrlmah

N d N a. Melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon Wali Nagari, .
agari dan KA

untuk dipilih secara langsung oleh Penduduk Nagari.
b. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali
Nagari.
c. Bersama Wali Nagari membuat dan menetapkan Peraturan Nagari.
d. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari.
e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
1) Pelaksanaan Peraturan WNagari dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.
2) Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari
3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Nagan
4) Kebijakan Pemerintah Nagari.
5} Pelaksanann kerja sama yang dilakukan oleh Nagari.
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Nugari lerhadap rencana perjunjian yang akan dilaksanakan
apabila menyangkut kepentingan Nagari.

. Baginn Ketiga
Badan Perwakilan Rakyat Nagari
I Pasal 6

I (1) BPRN scbag'u Badan Perwakilan merupakan wahana untuk mcldksan.lkan
demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) BPRN berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari.: -

Pasal 7

(1) BPRN mempunyai fungsi :

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. Legislasi yai : ' agari
a. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari diatur dalam Tata Tertib BPRN

bersama-sama Pemerintah Nagari.

b. Pengawasan yaitu meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan

- Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta

Keputusan Wali Nagari.

¢. Bersama-sama dengan Pemerintah Nagari menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari.

d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menangani dan
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat
atau Instanst yang berwenang.

Pasal 9

BPRN mempunyai hak sebagai berikut :

Meminta pertanggungjawaban Wali Nagari.

Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari.
Mengadakan penyelidikan.

iviengadakan peruoaian aias Rancangan Peraturan mdgan.
Mengajukan pernyataan pendapat.

ppp TP
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f.  Mengajukan Rancangan Peraturan Nagﬁri. Pasal 12

g. Menetapkan peraturan ‘Tata Tertib BPRN.

“§:BPRN mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Pelaksanaan hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam gk i . ' :

Peraturan Tuta Tertib BPRN. ja. Mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatan Republik
Indonesia scsuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4 b Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Adar

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullalr dan mentaati segala Peraturan |

Dalam melaksanakan tugas BPRN berhak meminta Pejabat Pemcrimqh“ ‘f";’; Pcrund'angan-undan-gan yang berlaku. . -

Nugar dan Pejabat yang bertugas di Nagari vang bersangkutan serta “'Itr;;'l B Merr}bma demokras-l dan penyelenggarian Perfu:nntahan Nagari.
masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang pcrlzl' S Menmg,kalk.an kesgmhteraan Penduduk Na:gar-t‘ .

ditangani demi kepentingan Nagari yang bersangkutan, qe Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan
pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal '10

Pejabal Pemerintah Nagari dan Pejabat yang bertugas di Nagari atay
warga masyarakal yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda serendah-rendahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

Jumlah anggota BPRN ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Nagari yang
bersangkutan dengan ketentuan :

Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)-diatur dalam

Peraturan Tata Tertib BPRN. . Jumlah penduduk sarﬁpai déﬁgan 3000jiwa,junﬂah anggota 11 orang.

Jumlah penduduk 3001 sampai dengan 5000 jiwa, jumlah anggota 13

Pasal 11 orang.

Eda taTe A

orang.
Jumlah penduduk 7001 sampai dengan 10.000 jiwa, jumlah anggota 17
orang. :

Jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang.

Angpota BPRN mempunyai hak unwuk -
a. Menyampaikan pendapat.
b. Mengajukan pertanyaan,”
c. Protokoler.
d. Keuangar/ administrasi.

. Pasal 14
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalan

Peraturan Tata ‘l'ertib BPRN, 3 Yang dapat dipilih - untuk menjadi anggota BPRN adalah Warga Negara

4 Republik Indonesia yang menjadi Penduduk Nagari yang bersangkutan dengan
¥ syaral-syarat sebagai berikut :

§ & Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

. Seiia dan taat kepada Puncasiia dan Undung-Undang Dasar 1943,
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v

)

Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kepiatan )nn
mengkhianati Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pancasily daﬁ
Undang-Undang Dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S/ PKI dan o
organisasi terlarang lainnya.

Berpendidikan sckurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat P
(SL.TP} atau berpengetahuan sederajat:

Berumur sz,Lurang-l\umngnya 25 tahun.

Schat jasmani dan rohani.

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Berkelakuan baik.

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ™

yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadtlan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari bersangkutan,
Bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota BPRN.

Tidak permah dihukum menurut sepanjang Adat karena melal\umnr

pelanggaran Adat dan Syarak.

Syarat-syarat fain yang ditetapkan oleh Nagari dengan ketentuan tidak

bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Anggota BPRN mewakili masyarakat Jorong,

Anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari

kalangan Adat, Agama, Cerdik Pandai, yang mewakili unsur Suku dan -

Jorong.

Pemilihan anggota BPRN dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang
difasilitasi oleh Wali Jorong.
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ertamg

1

1(6)

(5)

Pasal 16

Jumlah anggota BPRN untuk masing-masing Jofong diberitahukan oleh
Wali Nagari.

Jumlah anggota BPRN dari masing-masing Jorong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlal perimbangan penduduk.

Keanggotaan BPRN disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan.

Pasal 17
Alat Kelengkapan BPRN terdiri :
§ Pimpinan.
Komisi-komisi.
Pasal 18

Pimpinan BPRN terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua)
orang.

Pimpinan BPRN sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota BPRN secara langsung dalam Rapat Paripurna.

Sebelum Pimpinan BPRN terpilih maka Pimpinan sementara dijabat oleh
anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang tugas
BPRN.

Pimpinan BPRN yang terpilih disampaikan oleh Wali Nagari kepada
Bupati untuk disyahkan.
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(7) Tata cara Pemilihan Pimpinan B

dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.
l’usaI‘II‘Q

Dalam Pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPRN dibantu oleh Sekretariy
BPRN.

Sckretariat B‘PRN scbagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh scor
Sekretaris BPRN dan dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhay
yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari atas persetujuan
Pimpinan BPRN dan bukan dari Perangkat Nagari.

Bagan Struktur Organisasi BPRN sebagaimana tercantum dalam lampiran

I Peraturan Daerah ini. .

Pasal 20 -

Untuk kepentingan kegiatan BPRN disediakan biaya sesuai dengan
kemampuan kevangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat BPRN.

Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 21

Anggola dan Pimpinan BPRN tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai
Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pengurus KAN.

Anggota  BPRN dilarang  melakukan pekerjaan  atau usaha untuk

kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari.

194

PRN dan pembentukan Komisi diatyr

Pasal 22

Masa keanggotaan BPRN adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
4 Sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPRN yang baru
4 mengucapkan Sumpakh.

Pasal 23

- T3 (1) Anggota BPRN berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
It ng &

a. Meninggal dunia. _

b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPRN.

¢. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 14 berdasarkan keterangan dari Pejabat yang berwenang.

- d. Dinyatakan melanggar Sumpah sebagai anggota BPRN.

e. Terkena larangan perangkapan jabatan dan atau pekerjaan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

Anggota BPRN yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (I} digantikan oleh calon sesuai dengan asal anggota BPRN
tersebut. S

Anggota pengganti antar waktu menyelesatkan masa kerja anggota yang
digantikannya.

Pemberhentian anggota BPRN disyahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24
Sebelum memangku jabatannya, anggota BPRN yang telah ditetapkan dan
disyahkan bersumpah bersama-sama menurut Agama Islam yang
pengucapannya dipandu oleh  Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam
Rapat Paripurna BPRN.

Ketua atau Wakil Ketua BPRN memandu pengucapan Sumpah anggota
yang belum bersumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

‘ '(3) Tata cara pengucapan Sumpah diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.
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Pasal 25

% Bunyi Sumpah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ada]
berikul @

' “Demi Allah saya bersumpah balvwa saya akan memenuhi kewajibe,
aya sebagai anggota (Ketua/ Wakil Ketua) Badan Perwakilan Rakyar Nagari
% dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Balwa  saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkay
Undang-Undang Dasar 19435 serta Peraturan Perundang-undangan yang
i+ berlaku.

Balwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakii

m kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah seria
Nagari.

© Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Pasal 26

Anggota BPRN tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena
Pemyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPRN baik
terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan maupun tertulis,
kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam
- mapat tertulup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh
ketentuan mengenat pengumuman Rahasia Negara sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. :

)

=5(2) Anggota BPRN tidak dapat diganti antar waktu karena pemyataan dan
- atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPRN,

>
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ah sebaga; ¢

Balwa saya akan mengamalkan dan memegang teguh Adat Basandi -

10

1)

- b

Pasal 27
Tindakan penyidikan terhadap anggota BPRN dapat dilaksanakan atas
persetujuan teriulis dari Bupati keeuali jika yang bersangkutan tertangkap
tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
Dalam hal anggota BPRN tertangkap tangan melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya dalam .
waktu 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
Bagian Keempat
Pemerintah Nagari

Pasal28

Pemerintah  Nagarl dipimpin oleh Wali
Perangkat Nagari.

Nagari dan dibantu oleh

Perangkat Nagari terdiri dari :
a. Sekretaris Nagari.

8. Unsur Staf iainnya.

¢. Wali Jorong

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah Rakyat Nagari Warga
Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut : :

a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

¢. Tidak pernal teriibat iangsung atau tidak langsung daiam kegiajan
yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
kegiatan G.30 S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya,
d.  Sekurang-kurangnya menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkay p
(SLTP) atau berpengetahuan yang sederajat.
e. Bcrumu_r s.ckurang—kurangnya 30 tahun dan maksimal 65 tahun pagy
suat penjaringan. : l
Sehat jasmani dan rohani.
g. Nyata-nyata tidak lergangpu jiwa atau ingatannya.
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, ‘
i Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari setempat.
Mcmahami dan mengamalkan Nifai Adat dan Syarak dalam Nagari,
. 4Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari. '
Terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari

IS

. terputus-putus kecuali Anak Nagari yang berdomisili di luar Nagari.

0. Tidak pernah dihukwum menurut sepanjang adat Karena melakukan‘;

pelanggaran Adat dan Syarak.

p. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPRN dengan ketentuan tidak
perientangan - dengan  Adat  Safingka  Nagari  dan -
Perundang-undangan yang berlaku.

Peraiuran

(2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus :

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang bersangkutan,

(3) Peg_a‘wa{ Negeri yang menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara
dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak
dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

[4) Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan,

198

» Seperti

E
X
3
E

ertimg

v e et b Ty )

Pasal 30

‘yang berhak memilih Wali Nagari adalah Rakyat Nagari Warga Negara
{ Republik Indonesia yang menetap di Nagari atau Anak Nagari yang berada di
1 perantauan yang pada saat pemilihan berada di Nagari bersangkutan dengan
{ syarat-syarat sebagai berikut : )

F:

a.  Terdaftar sebagai calon pemilih;

T ;f -
; b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah
3

menikah pada saat pendaftaran Pemilih;

, ¢. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
i mempunyai kekuatan hukum tetap.

~= Pasal 31

yang  bersangkutan minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan- tidak -~ 3 (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan

. pemilihan,

(2) Tahap pencalonan Wali Nagari adalah penjaringan dan penyaringan.

Bagian Kelima
Panitia Pemilikan
Pasal 32
(1) Untuk péncalonan dan pemilihan Wali Nagari, BPRN membentuk Panitia

Pemilihan, yang terdiri dari anggota BPRN dan Perangkat Nagari yang
jumlah anggotanya minimal 9 orang dan maksimal 17 orang (harus ganjil).

R A T PE T ST T

3 (2) Susunan Panitia terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota vang dipilih dari
dan oleh Panitia Pemilihan. '
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Ketua BPRN karena jabatannya adalah Penanggung jawab Paniiiy
Pemilihan.

(4) Apabila di antara Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri

sebagai Wali Nagari, maka kedudukai keanggotaan dalam Panitja
Pemilihan harus diganti. :

Pasa_! 33

_;: Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a.

e
(3)

@

Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Wali Nagari sesuaj
dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29.

Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disyahkan oleh BPRN.,
Melakukan kegiatan teknis Pemilihan bakal Calon Wali Nagari.

Membuat Berita Acara Pemilihan Wali Nagari untuk disampatkan kepada
BPRN dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati,

Pasal 34

Tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon dan Pemilihan Wali

Nagari ditetapkan melalui Keputusan BPRN, sesuai dengan Pedoman yang
ditetapkan oleh Bupati. ‘ ’

Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh masyarakat Nagart kepada
Panitia Pemilihan, .

Penetapan dan penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam
Rapat Paripurna BPRN,

Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan
dengan -{eputusan BPRN dengan jumlah calon sekurang—kurangnyﬁ 2

(dua} orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan tidak dibenarkan
calon tunggal.
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a.

: (3) Nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4)

disampaikan kepada Bupati untuk pengukuhan dan tembusannya kepada
Camat.

. Pas:ﬂ 3s

pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia.
jujur dan adil -

Pasal 36

Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan apabila :

Berakhimya waktu pemberian’suara sesuai dengan jadwal surat panggilan
yang diberikan kepada wajib pilih.

Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh wajib pilih yang
telah disyahkan oteh BPRN sudah memberikan suara.

* Apabila pada saat penghitungan suara ketentuan sebagaimana dimaksud

huruf b di atas belum terpenuhi, Panitia Perhitihan mengadakan rapat
untuk membicarakan perpanjangan waktu pemungutan suara.

Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf ¢ di
atas dilakukan paling lama 3 (tiga) jam.

Apabila sampai batas waktu sebagnimana dimaksud pada hurul’d di atas
belum tercapai, maka pelaksanaan Pemilthan Wali Nagari diulang oleh
Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui
musyawarah, Panitia Pemilihan, diumumkan dan dituangkan dalam Berita
Acara Pengulangan Pemilihan 'Wali Nagari. ) :

Pemilihan ulang ‘Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada hurut'e di atas,
sekurang-kurangnya Y; (setengah) dari jumiah Wajib Pilih yang terdaftar
telah memberikan suaranya dan apabila tidak tercapai maka waktu
pemunguian suara diperpanjang paiing lama 1 (satu) jam seieian
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jmusyawa‘rahkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan d
dalam Berita Acara penundaan Wali Nagari.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf { di atag i
pelum terpenuhi, maka penghitungan. suara tidak dapat dilaksan;kanmslh
d;lu;.mgkan c_ialam Berita Acara Pemilihan Wali Nagari dan I’cmf}'gan
wali Nagari dinyatakan batal oieh BPRN, yang dituangkan c[!][ -
.+ Keputusan B.PRN dan selanjutnya  berlaky ketentuan Dc 1 ul\a a o
i1 Penjabat Wali Nagari. pesk

Pasal 37
sitihan Wali Nagari dinyatakan sysh apabila :

Wajib I_’flih yang .tg{'daf{ar dan telah disyahkan oleh BPRN sudah
memberikan suara minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Wajib Pilih.

Dalam hat terjadinya pemilihan ulan i i i i

g Wali Nagari sebagaimana dimaksud
Pasal 36 thn.ff' e dan f maka Wajib Pilih yang terdafar telah memberikan
4 suaranya minimal % (setengah) dari Wajib Pilih. '
g Jumlah surat suara dalam kotak suara setelah penghitungan suara sama dan

aiau kurang jumishnya dengan Wajib Fili;
40 Wajlo F1iin yang  ieian Therics
suaranya. yang memberikan

Pasal 3%
Hilihan Wali Nagari dinyatakan tidak syah apabila :
=t Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36

tJ)umlah s-u-rat suara dfliam kotak suara setelah penghitungan suara’ lebih
| besar dari jumlah Wajib Pilih yang telah memberikan suaranya.

A Terdan:
- d.z.'_lfflny a,l‘."cur"‘"'g"‘" dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang
jlubuRtRan dengan daia yang

H H e
: aKurat uan diiuangk: 1N e
LBFKN. luangsan datam Keputusadn
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) Pasal 39

Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan s;:bagai
calon Wali Nagari terpilih dalam Rapat Paripurna BPRN.

Apabila dalam Pemilihan Wali Nagari t::rdapat lebih dari satu Calon Wali
Nagari yang mendapatkan suara terbanyak,. maka Penetapan Wali Nagan
terpilih dilakukan dengan Keputusan BPRN melalui Sidang Paripurna.

Sidang Paripurna BPRN sebagai mana dimaksud ayat (2) di atas harus
ditkuti minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPRN.

Calon Wali Nagari terpilih, disampaikan kepada Bupati untuk dikukuhkan
sebagai Wali Nagari.

Pasal 40

. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan Keputusan pengangkatan
> dan melaksanakan pelantikan Wali Nagari terpilih. - s

Pasal. 41

Sebeium memangku jabaiannya Waill Nagari mengucapkan Sumpah
menurut Agama Islam dihadapan sidang Paripurna BPRN yang diadakan
untuk itu.

Susunan kata-kata Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut :

“Denti Allah saya bersumpah balwa saya akan memenuhi kewajiban saya -
selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

balwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan
Perundang-Undangan yang beriaku dagi Nagari, Daerah dan Negara
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Kesatuan Republik Indonesia; dan balnva saya akan mengamatkan oy
memegang teguh Adat Basandi Syarak, Svarak Basandi Kitabullah®

Pasal 4%

Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali
Nagari sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari mengucapkan Sumpah

menurut Apama Islam dihadapan sidang Paripuma BPRN yang diadakan
untuk itu,

Biaya pemiiihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari serta dana lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada -
waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka -
pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal

berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sebelumnya atas usulan BPRN dan
disyahkan oleh Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari sebelumnya
ieiap meiaksanakan jugas seiama masa jubaian penundaan terseoui.

Pasa! 43

Masa jabatan Wali Nagari sefama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Pasal 44

Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah :

ee oo

Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;

Me:1bina kehidupan masyarakat Nagari;

iviembina perekonomian Nagari;

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

204

|

(1)

e e A S R S DAl £k e e e
o
g

(3)

Mewakili Nagavinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya;

Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama BPRN menetapkan
menjadi Peraturan Nagari;

Menjaga kelestarian Adat dan Syarak yang hidup dan berkembang di
Nagari yang bersangkutan; -

Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan
menetapkannya bersama BPRN.

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat
mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagan bertanggung
jawab kepada BPRN.

Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan : o

a. Setiap akhir tahun Anggaran. :

b. Untuk hal-ha! tertentu atas permintaan BPRN.

¢. Pada akhir masa jabatan..

Pasal 46

Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang ditolak oleh BPRN,
maka Wali Nagari dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari melakukan perbaikan untuk kemudian disampaikan kemnbali kepada
BPRN. '

Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau
disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka BPRN  dapat
mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati.

Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari akhir masa jabatannya

Giiolak BFERN, maka Wail Nagari yung bersangkuian itdak dupat
dicalonkan kembali untuk masa jabatan yang berikutnya.
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3 (4) Tata cara pertanggungjawaban Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan e }, (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Wali Nagari menyamp'ul\qn
Bupati.

i pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPRN.

Pasal 47 ' (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali

_ Nagari, BPRN melaksanakan proses pemilihan Wali Nagari yang baru,

Wali Nagari dilarang : :

Pasal 49

a.  Menjadi Ketua atau anggota BPRN dan pengurus KAN. . ‘

A (1) Wali Nagari berhenti atau diberhentikan karena :

b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi *" ;
dirinya, anggota keluarpanya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok
politik yang secara nyata merugikan kepentingan umum  atqy
mendiskriminasikan warga masyarakat Nagari;

Meninggal dunia;

Mengajukan permohonan berhentl atas permintaan sendiri;

Tidak memenuht syarat dan atau melanggar Sumpah Jabatan;

Berakhir masa jabatan;

Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 47;

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan
PeraturanPerundang-undangan yang berlaku dan atau Norma yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari.

g. Diangkat menjadi Pegawai Negeri dan tidak mendapat izin dari atasan
yang berwenang atan karyawan pada Perusahaan tertentu yang dapat
mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

¢. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat
diduga mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Moo oe

d. Menjadi Advokat atau Kuasa Hukum dalam suatu perkara dx Pengadilan, -,
kecuali dalam hal mewakili Nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan;

¢. Menjadi Pengurus Partai Politik dan organisasi pendukung pada seluruh

tingkat;

: 4 (2) Pemberhentian Wali Nagari karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud
f.  Menjadi penpurus BUN. 1 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPRN dan disyahkan oleh Bupati.
Pasal 48 | S . Pasal 50

(1) BPRN memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan 1 (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau
berakhimya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum ; Pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut dilaporkan kepada
E berakhirmya masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati. ; BPRN.

A b _ '

] (2) Alas d.asar pemberitahuan BPRN sebagaimana- tersebut pada ayat (1) Wali i (2) Apabila Wali Nagari tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
| Nagzu."l yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara 3 kewajibannya karena sakit atau alasan lain sampai 6 (enam) bulan
lerlu_hs kepada BPRN 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ] berturut-turut, maka atas usul BPRN, Sekretaris Nagari menjalankan
. Wa't Nagari dan tembusan kepada Bupati. 1 . tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari sampai Pejabat
: ‘ Wali Nagari yang baru.
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(3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum juga dapat
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, maka BPRN

mengusulkan

memberhentikan dengan hormat Wali Nagari

yang

bersangkutan dari jabatannya, dan mengusulkan pengangkatan l’c_mbat
Wali Nagari kepada Bupati. :

wali Nagari
© jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan

Pasal 51

vang berstatus Pegawai Negen yang belum berakhir masa

memasuki masa pensiun.

Pasal 52

(1) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari dapat dilakukan apabila :

a. '

Wali Nagari meninggal dunia, sedangkan masa jabatannya masil
tersisa minimal 6 (enam) bulan.

Wali Nagari mengundurkan diri secara tertulis, sedangkan masa
Jjabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.

Wali Nagari melanggar Sumpah sebagai Wali Nagari, sedangkan masa
jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.

Atas usulan BPRN setelah melalui musyawarah, sedangkan masa
jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.

Pemilihan Wali Nagar! dinyatakan batal oleh BPRN berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari selama proses
pembentukan Pemerintahan Nagari sehubungan dengan berakhirnya

Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah
int:
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(2)

(3

4)

(6)

{1)

(2)

(3)

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, b, ¢, d, dan e dilakukan oleh Bupati atas usul BPRN.

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut f, dilakukan olch Bupati atas usul KAN bersama Kepala Desa dan
atau Kepala Kelurahan serta Pemuka Masyarakat.

Hak, Tugas dan Kewajiban Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud-
ayat (1) huruf a., b, ¢, d, e dan f sama dengan Wali Nagari sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Penjabat Wali Na gari sebagaimana dimaksud ayat (1) hurul f, di samping
memiliki hak, tugas dan kewaijiban sebagaimana dimaksud ayat (4)
adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, juga
melaksanakan proses pembentukan Pemerintahan Nagari yang definitif,

Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 53

Tindakan penyidikan ferhadap Waii Nagari diiaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati;

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) adalah :

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang dian cam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan

b. Dituduh teiah melakukan tindak pidana kejahatan yang dlanc;.m
dengan hukuman mati.

Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan, maka penyidik harus melaporkan kepada Bupati
selambat-lambatnya 2 kali 24 jam;
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Pasal 54
Perangkat Nagari terdiri dari :

a. Unsur Stal’ yaitu’ Sekretariat Nagari yang membawahi minimal - 3
urusan atau maksimal 5 urusan sebagai berikut :
1) Urusan Pemerintahan
2) Urusan Pembangunan
3} Urusan Umum
4}  Urusan Perekonomian
3) Urusan Kesejahteraan Rakyat

b. Unsur pelaksana yaitu Jorong

Sekretariat Nagari dipimpin oleh seorang Sckretaris Nagari.
Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
Jorong dipimpin oleh Wali Jorong.

Pasal 55

Perangkat Nagan membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya.

Dalam pelaksanaan tupas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat
Nagan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Tugas dan fungsi Perangkat Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 56

Syarat untuk diangkat untuk menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan
dan Wali Jorong adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943,

¢. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang
n]t:ﬂg!\ﬂldndll l'dl’l(.dbllsl Udﬂ unucmg-unuang Dasar 17‘{3 bﬂpﬂﬂl
kegintan G.30 S/ PKI dan atau Legmlan organisasi terfarang lainnya.
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d. Pendidikan minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atay

berpengetahuan sederajat.

Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun.

Sehat jasmani dan rohani.

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Tidak pernah dihukum penjara karena ‘melakukan tindak pidana

kejahatan. .

j- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

k. Terdafltar sebagai penduduk-dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan
tidak terputus-putus, kecuali bagi anak Nagari yang bersangkutan.

. Tidak permah dihukum menurut sepanjang Adat karena melakukan
pelanggaran Adat dan Syarak.

s oo

[
H

Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan dapat diangkat dari Pegawai Negeri
setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan yang berasal dari Pegawai Negeri
dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Sekretaris Nagari dan
Kepala Urusan tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai
Negeri.
Pasal 57

Perangkat Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari dengan
Keputusan Wali Nagan untuk  Sekretaris Nagari mendapatkan
persetujuan dari pimpinan BPRN.

Pelantikan Perangkat Nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari.
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Pasal 58
Perangkat Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena -

a. ‘Meninggal dunia;

b. ‘Atas permintaan sendiri;

c. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut
pada Pasal 56.

d. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat
terhadap kepemimpinannya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari.

e. Scbab-sebab lain yang bertentangar -dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam Lchtdupm
masyamkal Nagart yang bersangkutan.

Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala urusan dan atau Wali Jorong

lowong, maka Wali

(tiga) bulan.
Bagian Keeram

Kerapatan Adat Nagari

Pasal 59

Anggota KAN ditetapkan oleh masing-nxaﬁing Nagari sesuai dengan

ketentuan Adat Salingka Nagari.

Tata cara penectapan keanggotaan dan Pemilihan Kepengurusan KAN
ditetapkan oleh Nagari dalam Peraturan Tata Tertib KAN,

Kepengurusan KAN dapat terdiri dari :

a. Ketma

b. Wakil Ketua
¢. Sekretaris
d. Ketua Bidang
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Atau dibentuk lain sesuai dengan ketentuan Adat yang berlaku dalam

Nagari.

Pengurus KAN tidak boleh merangkap jabatan Wali Nagari, Perangkal
Nagari dan anggota BPRN.

Kepengurusan KAN yang teIah d1tetapkan oleh Nagari, diresmikan secara
administratif oleh Bupati.

Masa kerja pengurus KAN ditetapkan berdasarkan Keputusan Sidang
KAN. '

Pasal 60
KAN mempunyai tugas dan fungsi:
Membina, mengembangkan dan memelihara kelestarian Adat dan Syarak.
Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako.
Menyelesaikan perkara pelanggaran Adat dan Syarak dalam Nagari.
Memberikan perimbangan kepada Pemerintah Nagari agar tetap konsisten
dalam menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah.

Pasal 61

Dalam hal penyelesaian sengketa Sako dan Pusako, KAN mempunyai
kewenangan mendamaikan para pihak.

Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak.
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Bagian Ketujuh

Kedudukan Keuangau Badan Perwakilan Rakyat Nagari, Wali Nagari
Perangkat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari

Pasal 62

- Kedudukan keuangan BPRN, Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari
| fitetapkan dengan Peraturan Nagari dan dianggarkan dalam  Anggaran

pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan kemampuan Keuangan Nagari.

Pasal 63

() Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap

bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tunjangan kesehatan.
b. Tunjangan kecelakaan.
c¢. Tunjangan lainnya.

:J» (3) Penetapan bentuk dan besamya tunjangan ditetapkan dalam Peraturan

Nagari. .

Pasal 64

1 (1) Apabila Wali Nagari dan Perangkat atau Nagari, mengalami kecelakaan

dalam menjalankan tugas sehingga berakibat berhalangan tetap. maka
kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan 4 (empat) kali .lipat
penghasilan sebulannya,

" (2) Apabila Wali Nagari dan Perangkat atau Nagari meninggal dunia dalam

menjalankan tugas, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka
sebesar 2 (dua} kali penghasilan sebulan.

- (3) Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dinyatakan

dengan Keputusan BPRN.,
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Pasal 65

Kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun berturut-turut: dapat diberikan uang penghargaan setinggi-tingginya 4.
(empat) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya. :

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Pasal 66

(1) Rakyat Nagari dapat membentuk lembaga Kemasyarakatan untuk
Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan pembangunan.

Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Nagari dan tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan Adat dan syarak
yang berlaku.

2

: BABYV
PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI

Pasal 67

Dalam hal karena pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan
terhadap masyarakat, maka Nagari dapat dimekarkan, dan atau digabungkan.

Pasal 68

Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
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Memenuhi persyaratan Adat yang berlaku.

Mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu.

Mempunyai hanta kekayaan sendiri.

Penduduk berjumlah sekurang-kurangnya 2500 (dua ribu lima ratu

. s) jiwa
dan atay mempunyai 500 (lima ratus) Kepala Keluarga.
Tersedianya sarana dan prasarana untuk sebuah Nagari.
Tersedianya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang

memadai.

Pasal 69

Pemekaran Nagari dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

Pemuka masyarakat pada bagian Nagari yang ingin ditingkatkan menjadi
Nagari melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Walj Jorong.

Hast! musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada

Wali Nagari untuk dimusyawarahkan di tingkat Nagari pada BPRN, KAN -

dan Wali Jorong bersama pemuka masyarakat pada Nagari tersebut,

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada
Bupati oleh Wali Nagari dengan melampirkan notulen rapat dafiar hadir.

Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf c, Bupatt
dapat ménetapkan Nagari persiapan,

Nagari persiapan sebagaimana yang dimaksud huruf d di bina oleh Wali
Nagari dan setelah 1 (satu) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk

oleh bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi Nagari penuh.

Pengesahan Nagari persiapan menjadi Nagari penuh ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

- 216

S s b St

g ot e A,

S R ATy, L PPTARL WS AIRECIPRY SOPFLPEEL P -

.

(2)

(3)

)

Pasal 70

Penggabungan Pemerintahan Nagari dilaksanakan karena Nagari yang
bersangkutan tidak memungkinkan lagi melaksanakan Pemerintahan
sendiri. : :

Kesepakatan Penggabungan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari yang
bersangkutan secara bersama kepada Bupati.

Usul dari Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas
aspirasi masyarakat dengan persetujuan BPRN dan KAN  dari
masing-masing Nagari. '
Penggabungan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah. *
BAB VI
PERATURAN NAGARI

Pasal 71

Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan
Nagari. '

Pasal 72

Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan BPRN.

(N

(2)

Pasal 73

Usul pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari Wali Nagari, dan dari
BPRN.

Tata cara pembahasan dan penetapan Peraturan Nagari diatur dengan
Peraturan Tata Tertib BPRN.
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Pasal 74

Materi Rancangan Peraturan Nagari yang menyangkut Pelaksanaan tugas
dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud pada pasal 60, wajib
dimusyawarahkars oleh BPRN atau Wali Nagari dengan KAN. ‘

Tata cara musyawarah scBagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dalam
Tata Tertib BPRN dan ataw Keputusan WVali Nagari.

Pasal 75

Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan Agama, Adat,
Kepentingan Umum, dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Peraturar Nagari dapal memuat ancaman hukuman sesuai dengan Adat
dan kesepakatan yang berfaku dalam Nagari yang bersangkutan, sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang
berlaku.

Pasal 76

Peraturan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan untuk
pemberlakuannya tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.

Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peratﬁran
Perundang-Undangan yang berlaku, Wali Nagari dapat menetapkan
Keputusan Wali Nagari.

Pasal 77

Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur
diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari.

Peraturan Nagari scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran
Nagari.
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Pasal 78

(1) Pemerintah Kabupaten ~dapat membatalkan Peraturan Nagari dan
Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum atay
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya,

(2) Keputusan pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah.
Nagari dan BPRN yang bersangkutan dengan menyebutkan
alasan-alasannya.

(3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan
Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud
‘dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau
Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Nagari ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. :
BAB VII
KEUANGAN NAGARI
Bagian Pertama
Kekayaan Nagari
Pasal 80

(1) Harta Kekayaan Nagari yang dapat dijadikan Sumber Keuangan Nagari,
meliputi :
a. Pasar Nagari .
b. Tanah lapang, tempat rekreasi serta pemandian umum yang diurus oleh

Nagari .
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(1)

)

Balai Adat, Masjid, Surau Nagari dan Bangunan Nagari.

Ulayat Nagari

Sumber air

Jalan Nagari

Kekayaan dan’ inventaris yang berasal dari akibat penghapusin
Pemerintahan Desa, dan

.. Harta kekayaan Nagari lainnya.

© e a0

—

Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di luar Ulayat
Suku dan Kaum.

Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Ulayat Nagari diatur dengan
Peraturan Daerah. ‘

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Nagari
Pasal 81
Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari :

a. Pendapatan asti Nagari yang meliputi

1) Hasil Usaha Nagari

2) Hasil Kekayaan Nagari

3) Hasil Swadaya dan Partisipasi

4) Hasil Gotong-Royong

5) Retribusi dan Pungutan dan atau Iuran Nagari
6) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
Bantuan Perantau

Sumbangan dari pihak lain

Pinjaman Nagari

o0

Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (})
dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
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Pasal 82

Sumber Pendapatan Dacrah yang berada di Nagari yang sudah dipungut
oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh
Pemerintah Nagari.

Sumber Pendapatan Daerah sebaéaimana dimaksud ayat (1) akan diatur
dengan Keputusan Bupati. '

Pasal 83
Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf e,
ditnjukan  untuk  menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pinjaman Nagari yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari mendapat
persetujuan dari Bupati.

Prosedur dan tata cara melakukan pinjaman Nagari diatur lebih lanjut

dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 84

Wali Nagari bersama BPRN menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasal 85

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri dari bagian Penerimaan/

Pendapatan dan Pengeluaran/ Belanja
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7 Bagian DPengeluaran/belanja  terdiri  atas  pengeluaran  Rutin dan

engeluaran Pemba (4) BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pe-ﬁ;;‘:i;mh
P £ mbangunan.

Nagari dengan persetujuan BPRN.

R,

Pasal 86

B : ) Pasal 90
1 Pengelolaan -Anggaran Pendapatan dan  Belanja Nagari meliputi

penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha Keuangan, perubahan dan (1) BUN dapat dibentuk atas kerja sama dengan pihai{ ketiga.
perhitungan Anggaran serta pertanggungjawaban Anggaran, .
) _ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang
@ Pf:ngeiolnan f\nggamn sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) menguntungkan Nagari dan tidak merusak keutuhan Adat dan Syarak di
dipertanggung-jawabkan  oleh  Wali  Nagari  kepada BPRN : Nagari.

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun Anggaran. )

’ . (3) Pembentukan ~ BUN, tunduk  kepada  ketentuan Peraturan

Pasal 87 c Perundang-Undangan yang berlaku.

'pengclf)laan administra-si Keuz_mgan dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari | (4) Pedoman pembentukan BUN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
pyang diangkat oleh Wali Nagari dari salah seorang perangkat Nagari.

Pasal 88 | . 1 | BABIX

- : KERJA SAMA ANTAR NAGARI
: Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan
“idengan Keputusan Bupati. Pasal 01

(1) Untuk kepentingan Nagari, Pemerintah Nagari dapat mengadakan kerja
BARB VIII . sama antara Nagari.
BADAN USAHA NAGARI -

o (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat
Pasal 89 persetujuan dari BPRN.

t}  Untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dapat dibentuk BUN.

BAB X

?) BUN dapat berkedudukan di Nagari atau di perantauan. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

[N IR T L

3) BUN yang ada di perantauan tetap mempunyai hubungan yang jelas o Pasal 92
dengan Nagari. '

(1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka
pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
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Memfasilitasi  sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai upaya
- memberdayakan Pemerintahan Nagari melalut pemberian pedoman

. . - - . *
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervist.

Pasal 93

|pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan
pengawasan terhadap penyeclenggaraan Pemerintah Nagari sesuai dengan
{ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 94

{palam rangka pengawasan, maka Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari
disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua)
| minggu setelah ditetapkan dan menyampaikan tembusan kepada Camat.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Desa dan atau Kelurahan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah
-ini tetap sebagai Desa dan Kelurahan sampai Pemerintahan Nagan
terbentuk. ‘

(2) Pemerintahan Desa dan atau Pemerintahan Kelurahan yang ada pada saat
mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai
Pemnerintah Desa dan Kelurahan sampai terbentuknya Pemerintahan
Nagari.

(3} Dalam mempersiagkan pembentukan Pemerintahan Nagari, dapat ditunjuk

Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayal (1)
huruf £

4) Bflgi Nagari yang wilayahnya sama dengan Pemerintahan Desa sekarang,
wilayah Dusunnya langsung menjadi wilayah Jorong dan bagi Nagari yang
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mempunyai beberapa Desa/ Kelurahan wilayah Jorongnya adalah Wi.laylah
Desa/ Kelurahan yang ada saat ini.

(5) Seluruh kekayaan dan inventaris Desa yang ada pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Nagari dengan ketentuan, selama
belum diserah terimakan kekayaan dan inventaris Desa yang ada snat ini
kepada Nagari, Kepala Desa tetap bertanggung jawab terhadap keberadaan
kekayaan dan inventaris Desa dimaksud.

(6) Kekayaan Desa sebelum diserahterimakan kepada Pemerintahan Nagari
terlebih dahulu di audit oleh Pemerintah Daerah. .

Pasal 96
Pedoman peralihan Pemerintahan Desa dan ataw Pemerintahan Kelurahan
menjadi Pemerintahan Nagari lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan
ketentuan yang mengatur tentang Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten

Tanah Datar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dzerah im sepanjang
mengenai Peraturan Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 98
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar. '
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LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 17 TAHUN 200!
TANGGAL : 28 JUNI 200!

|

Disahkan di Batusangkar

Pada tanggal 28 Juni 2001 STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI

BUPATI TANAH DATAR

dto
KETUA
MASRIADI MARTUNUS
WAKIL KETUA
Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Juni 2001 ] : : SEKRETARIAT
HEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR
dto
; KOMISI KOMISI KOMISI
Drs. SULTANI WIRMAN | 5-
Pembina TK. [ Nip.410003660
“IEMBARAN DAERAH KARUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2001 NOMOR 23 | - R
ERID - BUPATI TANAH DATAR
dto.
MASRIADI MARTUNUS
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LAMPIRANIIL : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR  : 17 TAHUN 200!
TANGGAL : 28 JUNI 2001

{AMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
| NOMOR  : 17 TAHUN 2001
TANGGAL : 28 JUNI 2001 -

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KERAPATAN ADAT NAGARI

PEMERINTAH NAGARI

| KETUA I
KETUA ; _ _ [ WAKIL KETUA I
SEKRETARIS NAGARI - }
| il | |
URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN | | URUSAN
PEM ‘|| PEMB || UMUM || PEREK || KESRA .
r BIDANG ] I BIDANG l | BIDANG | 1 BIDANG J l BIDANG
WALI JORONG

‘.
,! BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

dto
dto

; MASRIADI MARTUNUS

MASRIADI MARTUNUS |
H
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 17 TAHUN2001

TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI

UMUM

Pemberlakvan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa di mana di Sumatera Barat jorong ditetapkan sebagai
unit Pemenntahan terendah yang disebut dengan desa, telah menimbulkan
beberapa persoalan yang cukup rumit bagi dacrah dan masyarakat Sumatera
Bara!  yang mengakibatkan lumpuhnya sendi-sendi kehidupan sosial
budaya di Tingkat Nagari.

Persoalan-persoalan tersebut di atas diantaranya adajah :

1. Penetapan jorong menjadi desa yang sebelumnya merupakan wilayzh
nagari, telah membatasi secara administrati{ potensi sumber daya
manusia, sumberdaya alam dan sumber daya sosial, sehingga pada
umumnya desa tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan lebih
banyak menggantungkan diri pada Pemerintah.

2. Munculnya kerenggangan ikatan-ikatan sosial masyafakat se-Nagari
yang telah mengakibatkan tumbuhnya berbagai bentuk konflik di tengah

masyarakat seperti tanah ulayat, harta pusaka dan bahkan konflik
teritorial di antara desa-desa yang berdekatan.

3. Kurang berfungsinya Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dan Tali
Tigo Sapilin dalam pembinaan kehidupan sosial masyarakat di Nagari
yang mengakibatkan memudarnya penerapan nilai-nilai Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
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4. Kurangnya ikatan emosional perantau terhadap Desa karena perantau
akan lebih bangga dan tersentak kalau berbicara nagari.

Walaupun selama ini Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
‘fanah Datar tclah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan
terscbut diatas, seperti lahimya Perda Nomor 13 1ahun 1983 tentang Nagari
sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat,
dilakukan penataan Desa dean kebijakan lainnya, ternyata semua langkah dan.
kebijaksanaan tersebut belum lagi efektif, bahkan justru dalam beberapa hal
telah menimbulkan adanya dualisme dalam mengurus kepentingan masyarakat
antara Pemerintahan Desa dan Kerapatan Adat Nagari.

Pada dasarnya permasalahan yang sangat esensial dan prinsip yakni
terletak pada penerapan sistem pemerintahan yang dianut versi undang-undang
nomor 5 tahun 1979 yang dinilai dan dirasakan kurang berakar pada kondisi
sosial budaya masyarakat.

Oleh karena itu cara yang dipandang febih tepat adalah menyatukan dan
menyelaraskan kembali penanganan urusan pemerintahan dan penanganan
wrusan adat dan sosial budaya dalam bentuk kembali ke sistim Pemerintahan
Nagari. Peluang ke arah itu sangat terbuka sejalan dengan paradigma baru
Pemerintahan dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerinizhan Daerah yang memboeri kesempatan kepada Daerah  uniuk
menyesuaikan sistem Pemerintahan terbawah berdasarkan asal usul dan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.

Format pemerintzhan terendah yanz diharapkar adalah pemerintzhan
daerah vang berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat. Dan pemikiran ke
arah itt mendapat tanggapan positit’ darl masyarakat Sumatera Barat yang sera
formal dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat
Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor Y "Fahun 2000, hanya
mengatur tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari saja, sedangkan yang lebih
detail mengenai Pengaturan sistem  Pemerintahan Nagn.. disusun dalam
Peraiuran Daerah Kabupaien Tanah Daiar sesuai dengan kewenangan oienomi
yang dimiliki dan keanckaragaman serta spesifikasi daerah. :
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- Pemerintahan nagari merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan
lemerintahan negara yang memiliki otonomi berdasarkan asal usul, sehingga
- |sgaci memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
lisyarakat.
. i .

Sebapai perwujudan demokrasi, di Nagari dibentuk badan perwakilan
jkyat nagari yang berfungsi sebagai badan lembaga legislasi dalam perumusan
jan pengawasan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Dalam rangka’ menjaga dan memelihara pencrapan "Adat Basandi
yarak, Syarak Basandi Kitabullah" sebagai suatu landasan filosofi kehidupan
{i Nagari serta memelihara keutuhan Sako dan Pusako, periu ditingkatkan
Amgsi dan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan
Mat dan syarak serta ikut memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan
“Jagari.

Yang dimaksud dengan Nagari dalam Peraturan Daerah ini adalah
-‘wgari yang telah ada pada saat sebelum diberlakukannya ‘Undang-undang
“Momor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di Kabupaten Tanah Datar
sbelum dibertakukannya Undang-Undang dimaksud terdapat sebanyak 75
~fuah-‘Nagari.

Pemekaran dan penggabungan Nagari, hanya dapat dilakukan seieian
pempertimbangkan terpeliharanya keutuhan kesatuan masyarakat hukum adat
elatui musyawarah di tingkat nagari. Hasil musyawarah yang telah mendapat
esepakatan bersama, diusulkan kepada Pemerintah kabupaten untuk ditetapkan
‘Fengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

. PASALDEMI PASAL

Pasal | T cukup jelas
Pasal2 . :  cukup jelas
Pasal 3 ayat |

huruia  : cukup jeias
hurufb  : cukup jelas
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huruf ¢

hurul d

Pasal 3 ayat2
ayat 3

Pasal 4 ayat 1
ayat 2

ayat 3

ayat 4

ayat 5
Pasal 5

Pasal 6

T A e i i

Dalam menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan  dacrah  yang diserahkan  kepada
Nagari, nagari mempunyai Kewenangan untuk
mengelolanya mulai  pembiayaan,  perencanaan,
pclaksanaan dan evaluasi sesuai dengan norma dan
kebijakan Pemerintah Dacrah.

Tugas pembantuan maksudnya penugasan  dari
Pemerintah dan atau ke Pemerintah Nagari untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana scrta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah
pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang mewakili
unsur :

a. Ninik Mamak

b. Alim Ulama

c. Cerdik Pandai

d. Bundo Kanduang

e. Generasi Muda

f. Ansk Nagari yang berada di luar wilayah .
Nagari. ' .

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
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Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15 ayat 1
ayat 2

cukup jelas
Icukup jelas
:cukup jel;s
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

- cukup jelas

cukup jelas

Anggota BPRN mewakili masyarakat jorong
diambil dari kalangan adat, agama dan cerdik
pandai.

Yang dimaksud dengan kalangan adat adalah ninik
mamak yang terpandang dipasukuan atau kaumnya
di Nagari, serta menurut adat Nagari setempat

dipandang mewakili Ninik Mamak yang ada dalam

Nagari.

Yang dimaksud dengan kalangan agama adalah
alim ulama yang secara riil diakui sebagai
pemimpin keagamaan di nagari dan oleh
masyarakat Nagari dipandang mampu mewakili
alim ulama yang ada dalam Nagari.

Yang dimaksud dengan kalangan cerdik pandai
adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
berdomisili tetap di Nagari, yang secara riil
memiliki pengetahuan dan pendidikan serta diakui
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ayat 3

Pasal 16
Pasal |7
Pasal 18
Pasal 19
Pasﬁal 20
Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23 ayat |

Pasal 24

ayat 2
ayat 3
ayat 4

dan dipandang mampu olch masyarakat  untuk
membawa  Nagari  kepada kemajuan  dan
pembangunan Nagari.

Yang dimaksud dengan difasilitasi dalam ayat ini
adalah Wali Jorong mempersiapkan scgala sesuatu,
memberikan  pcdoman, bimbingan dan  arahan

terhadap kelancaran pemilihan anggota BPRN di
Jorong.

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukupjelﬁs

cukup jelas

Anggota BPRN berhenti antar waktu maksudnya
apabila anggota BPRN tersebut tidak aktif lagi
dalam menjalankan tugasnya dan atau melanggar
sumpah jabatannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku, scdangkan masa jabatannya belum
berakhir. '
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup,jelas
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~ Pasal 25
Pasal 26

Pasal 27
Pasal 28

Pasal 29

ayat 1

hurufa
hurufb
hurufc
hurufd
huruf e

huruf £

huruf g
huruf
huruf'i
huruf
hurufk
huruf |
hurufm
hurufn
huruf o

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas |

cuEup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
Batasan wmur calon Wali Nagari dalam Perda ini
bertujuan  untuk memberikan ruang gerak
pemilihan bakal calon Wali Nagard dari potensi
yang ada dengan mempertimbangkan kematangan,

kharisma dan kemampuan.

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani
adalah sehat jasmani dan rohaninya yang menurut
penilaian mampu melaksanakan tugas dan
pekerjaannya sebagai Wali Nagari dengan baik

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jclas
Melakukan pelanggaran adat dan syarak
maksudnya bahwa yang bersangkutan pernah
melakukan pelanggaran adat dan syarak dijatuhi
hukuman atas pelanggaran adat dan syarak
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hurul p

Pasal 29 ayat 2
ayat 3
ayat 4

Pasal 30

Pasal 31

Pasai 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

berdasarkan Keputusan

kondist  dan

atau sural Kketerangan
Kerapatan Adat Nagari

Badan  Perwakilan  Rakyat  Nagart  dapat
menctapkan persyaratan lain scsuai dengan situasi.
kebutuhan  sepanjang  tidak
bertentangan  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

cukup jclas
cukup jelas
cukup jelas
cukﬁp jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

Dalam rangka pemilihan Wali Nagari yang
dimaksud dcngan azas :

a. Langsung
Pemilihan
suaranya sesuai
nuraninya,  lanpa
. diwakilkan.

secara langsung memberikan
dengan  kehendak  hati
perantara  dan . lidak

b. Umum
Mengandung makna menjamin kesempatan
yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk
Nagari yang telah memenuhi  persyaratan
tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian)
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* berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin dan status sosial.

. Bebas

Setiap penduduk Nagari yang berhak memilih

bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan
dan paksaan dari siapapun. Di  dalam
melaksanakan haknya sctiap penduduk Nagari
dijamin kcamanannya schingga dapatl memili
scsuai  dengan kehendak hati nurani  dan
kepentingannya.

. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin
bahwa yang dipilihnya tidak akan diketahui
oleh pihak manapun dengan jalan apapun.
Pemilih memberikan suaranya pada kota suara
dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain
kepada siap suaranya diberikan. Azas rahasia
ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah
keluar dari tempat pemungutan suara dan secara
sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya
kepada pihak manapun.

. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Wali
Nagari; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah,
Pengawas, 'Pemilih serta -semua pihak yang
terlibat secara tidak langsung harus bersikap
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Adil

Dalam  penyelenggaraan pemilihan ~ Wali
Nagari, setiap pemilih mendapat  perlakuan
yang sama serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.
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Pasal 36

Pasal 37

~ Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 4_4
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47 huruf a

huruf b
huruf ¢

huruf d

Hurufe
Huruf f

Pasal 48

Larangan

cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

30 (tiga puluh) hari sejak hari diterbitkannya
Keputusan Bupati merupakan batas  maksimal

untuk pelantikan Wali Nagari terpilih.
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jclés

cukup jelas

cukup jelas

. cukup jelas

Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah

penyalahgunaan  kekuasaan  yang
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). '
tersebut  dimaksudkan
menghindari  kemungkinan terjadinya
kepentingan  bagai Wali
melaksanakan tugasnya.

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
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Pasal 49 :  cukup jelas perdamaian  yang mengikat pihak-pihak yang
_ bersclisih dan bukan bersifat memutuskan.
Pasal 50 ayat 1 *  Yang dimaksud dengan Pcjabat lain adalah Kepala
Urusan atau Wali Jorong ‘ huruf ¢ : - cukupjelas
ayat 2 :  cukup:elas hurufd @ cukup jelas
ayat 3 : cukup jelas :
Pasal 61 : cukup jelas
Pasal 51 ' . cukup jelas .
! ' * Pasal 62 . cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 63 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas )
) Pasal 64 . cukup jelas-
Pasal 54 ¢ cukup jelas : .
: Pasal 65 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
' : Pasal 66 ayat 1 . Lembaga kemasyarakatan yang dibeniuk
Pasal 56 : cukup jelas merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam aspek
' - perencanaan, pelaksanaan  dan pengendalian
Pasal 57 . cukup jelas i pembangunan seperti LKMD atau scbutan lain.
Pasal 58 : cukup jelas ' ayat2  : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas i Pasal 67 ‘ . . Pemekaran Nagari maksudnya tindakan
i ' mengadakan nagari baru di dalam Wilayah
Pasal 60 hurufa  : cukup jelas g' Nagari. Sedangkan Penggabungan- adalah
hurufb  : - Penyelesaian sengketa menyangkut Sako dan : menyatukan dua atau lebin menjadi Nagari
Pusako diupayakan secara musyawarah dan baru.
mufakat menurut ketentuan  yang berlaku i i |
sepanjang adat, Upaya penyelesaiannya - Pcmf:kara.n Nagari .dllakukan -dcng:m
dilaksanakan secara bajanjang naik batanggo sebaik-baiknya  agar _“dak lmcngaklbatknn
turun. munculnya perpecahan di Nagar.
- Penyclesaian sengketa Sako Keputusannya Pasal 68 : cukup jelas
bersifat final di Tingkat Nagari, sedangkan
penyelesaian  sengketa  Pusako  bersifat Pasal 69 : cukup jelas
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ayat 1

ayat 2

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang
bersifat ~ mengatur diundangkan dengan
menempatkan dalam Lembaran Nagari, maksudnya
untuk  diketahui oleh seluruh penduduk Nagari
schingga peraturan dan Keputusan Wali Nagari
tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan.

cukup jclas .

cukup jelas

cukup jelas

Harta kekayaan Nagari yang sebelumnya dipelihara
oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan
Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun
1983. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini

dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah
Nagari.

cukup jelas
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hurufd angka 2 :
hurufa angka 3 :
hurula angka 4 :
huruf aangka 5 :
hurufa angka 6 :

ayat | huruf b
ayat | hurufc
ayat 1 hurufd
ayat 1 huruf e
Pasal 81 ayat 2

Pasal 82 ayat 1

ayat 2
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85

Pasal 36

cukup jelas

cukup jelas

cukup jclas

cukup jelas :

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah antara
lain adalah hibah atau pemberian dari Dacrah dan
penerimaan  lainnya  scsuat  dengan  peraturan
perundang-undangan.

cukup jelas : .
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari
baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut
olch Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan
tambahan oleh Pemerintahan Nagari. Pendapatan
Daerah dari sumber tersebut akan diberikan
kepada Nagari dengan pcmbagian sccara
proporsional  dan  adil.  Sedangkan  sumber
pendapatan yang telah dikelola dan dimiliki olch
Nagari, tidak dibenarkan diambil alih oleh
Pemerintahan atau Pemerintahan Dacrah.

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
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§70

71

72

173

- irm

75

76

77

178

|

79

80

ayat 1

ayat 2

81 ayat |

faangkal :

cukup jelas
cukup jelas
cuicupjeias
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang
bersifat  mengatur  diundangkan dengan
menempatkan dalam Lembaran Nagari, maksudnya
untuk  diketahui oleh seluruh penduduk Nagari
schingga peraturan dan Keputusan Wali Nagari
tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan.
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
Harta kekayaan Nagari yang sebelumnya dipelihara
oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan
Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun
1983. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini

dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah
Nagari.

cukup jelas
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hurufa angka 2 :
hurufa angka 3 :
hurula angka 4 :
hurufa angka 5 :
huruf a angka 6 :

ayat | huruf'b
ayat [ hurufc
ayat | hurufd
ayat | hurufe

Pasal 8] ayat 2

Pasal 82 ayat 1

ayat 2
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85

Pasal 86

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas .
Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah antara
lain adalah hibah atau pembedan dari Dacrah dan
penerimaan  lainnya  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari
baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut
oleh Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan
tambahan oleh Pemcrintahan Magari. Pendapatan
Daerah dari sumber tersebut akan diberikan
kepada Nagari dcngan pembagian  sccara
proporsional  dan  adil.  Sedangkan  sumbecr
pendapatan yang telah dikelola dan dimiliki olch
Nagari, tidak dibenarkan diambil alih oleh
Pemerintahan atau Pemerintahan Dacrah.

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
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